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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1.    Pemutakhiran data pemilih pada tahun 2013 berbeda dengan pemutakhiran 

pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. 

Pemutakhiran data pemilih tahun 2013 masih menggunakan data DP4 yang 

berasal dari pemerintah daerah dan data tersebut belum disinkronisasi oleh 

KPU. Selain data DP4 yang belum di sinkronisasi oleh KPU bersama 

Pemerintah Daerah  dan data tersebut masih  diolah secara manual oleh Petugas 

Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP. Sementara  pemutakhiran data pemilih 

tahun 2018 sudah menggunakan data pemilih yang bersumber dari DP4 dan  

telah disingkronisasi oleh KPU bersama Kemendagri dengan cara 

menyandingkan data  DP4 atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemiluh 

dengan data pemilih pada pemilihan atau pemiluh terakhir. Selain itu juga 

pemutakhiran data pemilih telah dilakukan berdasarkan IT namun belum 

terhubung secara sistematis antara KPU, Disdukcapil, Pemerintah  Kecamatan 

dan Kelurahan.  

2.    Model pemutakhiran data pemilih yang direkomendasikan  pada pemilu 

serentak nasional pada tahun tahun 2024 adalah selain pemutakhiran data yang 

berkelanjutan dan juga  upgrade data pemilih yang berbasis SIDALIH yang 
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terhubung dengan KPU Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil, Kecamatan serta Kelurahan  

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas maka dapat disarankan kepada 

pihak-pihak yang berkempentingan  yaitu sebagai berikut :  

1.    Pemutakhiran data pemilih sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan atau di 

upgrade secara terus menerus yang didasarkan pada data dari Disdukcapil yang 

pemutakhirannya menggunakan IT yang dikolaborasi dengan SIDALIH dan 

SIAK agar perubahan data disetiap kelurahan langsung terhubung dan 

diketahui oleh KPU Kab/Kota, Disdukcapil, pemerintah Kecamatan dan 

Kelurahan. Aplikasi ini hanya ada di Disdukcapil Pemerintah kecamatan dan 

kelurahan dan KPU hanya diberikan data pemilih disetiap kelurahan 

2.    Pemutakhiran data pemilih perlu dukungan dari pemerintah daerah dengan 

menyediakan sarana dan prasarana berupa aplikasi dan perangkat komputer 

serta tenaga operator yang memiliki keahlian dibidang komputer dan 

berintegritas baik yang ditempatkan di KPU, Disdukcapil,  di Kecamatan 

maupun di Kelurahan.  
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